BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

Menimbang : a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olangraga dan Pariwisata
Kabupaten Murung Raya saat ini masih diatur menjadi satu
kesatuan dengan Perangkat Daerah lainnya dalam Peraturan
Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 34
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 17
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan masih belum
mengatur secara khusus tentang uraian tugas dan fungsi Eselon
II, III, IV serta uraian tentang kelompok Jabatan Fungsional;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Murung Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Rava
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;

c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Murung
Raya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Murung Raya, terdapat perubahan nomenklatur dinas sehingga
perlu disusun Peraturan Bupati yang baru;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olangraga dan
Pariwisata Kabupaten Murung Raya; 'y
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten ,
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito

Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik !ndones1.a
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang
Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung
Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Murung Raya Nomor 38) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupau—h
Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun
2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabuﬁattﬁ Murung

Raya Nomor 3);
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MEMUTUSKAN : .
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN MURUNG RAYA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupai ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Murung Raya.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
dan tugas pembantuan dengan

pemerintah daerah menurut asas otonomi S P
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

prinsip otonomi seluas-luasnya
mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia sebagai
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

3.
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Murung Raya.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Kepemudaan,

6.
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Murung Raya.

7. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka
menjalankan tugas dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk

mencapai tujuan organisasi.
Jabatan Fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,

8.
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan

organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan

dan/atau keterampilan
pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah.

BAB II
KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dinas KepemL.ldaan, Olahraga dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana
Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga yang menjadi

kewenangan daerah.
(2) Dinag sebagairnarj.a dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati rm?l:xlm

Sekretaris Daerah.
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3. Seksi Analisa dan Peng

1. Seksi Pembudayaan Olah Raga; ‘
2. Seksi Peningkatan Prestasi Olah Raga; dan
3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga.
g. Kelompok Jabatan Fungsional. _— 4 ££
pev lgid- |
(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kepemudaajﬁ',-f Olahraga dan Pan\msata
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam larp.pran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 4

(1) Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, melaksanakan Tugas
membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan bidang Kepariwisataan,
Kepemudaan dan  Keolahragaan. Mempunyai  tugas memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Kepemudaan,

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Murung Raya.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan program dan kebijakan strategis pembangunan Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sesuai Rencana Strategis;



p.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala

penetapan sran  Akuntabilitas  Kinerja
lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
visi dan misi; ' :

-a lisan kepada Bupati
selesai dilaksanakan

sesuai dengan Kete
pelaksanaan tugf?ﬁs_‘i'pekerjaan lainnya sesu
pengelolaan kepariwisataan, kepemudaan ¢
petunjuk Bupati/Pejabat yang berwenang; ¥
penandatanganan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan
Dinas pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten

Murung Raya yang menjadi Kewenangan Kepala Perangkat Daerah sesuai
dengan Ketentuan Peraturan yang berlaku;

penandatanganan Surat Perintah Membayar
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Murung Raya yang

menjadi Kewenangan Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan Ketentuan

ugas dan fungsi dalam
keolahragaan, dan sesuai

aﬁ_‘

(SPM) pada Dinas

Peraturan yang berlaku; dan
pelaporan hasil pelaksanaan tugas lainya kepada pimpinan.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, dibantu oleh Sekretariat,
Bidang, Subbagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretaris Dinas

Pasal 5

Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas

mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi
kepegawaian, keuangan,

administrasi umum,
urusan perencanaan dan pelaporan Dinas

Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.




(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Eq ekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menyelenggarakan
ungsi : { MR , 2 syl
a. penyusunan perencanaan - dan  program. terkait Kebijakan dalam
Ppelaksanaan penyelenggaraan dan Pengelolaan kesekretariatan; - -
b. pengordinasian dan pendistribusian tugas kepada Sub. Bagian di
_ Sckretariat sesuai dengan tugas masing-masing schingga tugas-tugas
S sidapatdilaisatan denian baiksll - S0 U s st e e U e
~c. pemberian petunjuk kepada Sub. Bagian baik tertulis maupan lisan agar
 tugas-tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
~ perundang-undangan yang berlaku; _ T
d. pegordinasian dan pengendalian pelaksanaan ad ar
naskah kesatuan di lingkup Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
penyelenggaraan administrasi keuangan dan perencanaan anggaran dan

&
penyiapan dana serta pertanggung jawaban keuangan berdasarkan
ketentuan yang berlaku serta melaksanakan koordinasi dengan Badan

PKAD;

f. penyelenggaraan administrasi perlengkapan, inventarisasi dan
pemeliharaan barang . berdasarkan _ketentuan yang berlaku serta
melakukan koordinasi dengan bagian; .

g. pengordinasian penyusunan laporan berkala Dinas Kepemudaan, Olahraga
dan Pariwisata dari data laporan Kepala Bidang;

h. penyampaian pertimbangan dan saran kepada Pimpinan / Atasan atas
masalah/kegiatan baik masalah yang berada di Sekretariat maupun
masalah di bidang-bidang sebagai hasil koordinasi; dan

i. pelaporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga
dan Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk

pertanggung jawaban dan bahan perencanaan yang akan datang.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, dibantu oleh 3 (Tiga) Sub

ministrasi kearsipan,

Bagian sebagai berikut :
a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Paragraf 1
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 6

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
~ ayat (3) huruf a mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan

kegiatan penyusunan rencana Perencanaan dan pelaporan, evaluasi

perencanaan dan pelaporan kerja dan pelaksanaannya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
agian Perencanaan dan Pelaporan melaksanakan uraian tugas sebagai

ikut :

‘.‘:Menyusun Rencana Kerja Anggaran berdasarkan Program Kerja tahun lalu

untuk bahan penyusunan Rencana Kerja tahun yang akan datang;

Menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan baik
bulanan, semesteran dan akhir tahun;

Menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP) barang/jasa;

laporan
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Melaksanakan inventarisasi data dan informasi usaha dan produk
pariwisata;
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ndarisasi pariwisata.




askah yang akan di tanda tangani pimpinan yang
itan dengan ruang lingkup tugasnya;

penilaian prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai
sebagai penilaian untuk pengajuan Sasaran Kerja Pegawai(SKP); dan

VY .'.,;::m‘iﬁ‘"ﬁﬂfif-’ iﬂﬁﬂ‘fﬂ’ j:'. ; ‘
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fu“k menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi

omosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri melaksanakan uraian tugas
bagai berikut :




dan pengembangan analisa dan pengembangan

monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program
1dang analisa dan pengembangan pasar pariwisata;

Mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah yang akan di tanda tangani
pimpinan yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;

E s i
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Bagian Kelima
Bidang Kepemudaan

Pasal 17

(1) Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas Membantu Kepala Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan di Bidang Kepemudaan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Bidang Kepemudaan menyelenggarakan fungsi:

a. Menyusun perumusan kebijakan di bidang pf:mbcrdayaan pemuda,
pengembangan pemuda dan infrastruktur dan kemitraan pemuda;

b. Menyusun rencana dan program, pemantauarn, evaluasi, pelaporan dan
analisis kegiatan di bidang Kepemudaan;, -

c. Melaksanakan Koordinasi dan sikronisasi kebijakan di bidang
Kepemudaan; ” = :

d. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Kepemudaan;
Melaksanakan Monotoring, evaluasi, dan Penyusunan laporan bidang
Kepemudaan;

f. Mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah yang akan di tanda tangani
pimpinan yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;

g. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai
sebagai penilaian untuk pengajuan Sasaran Kerja Pegawai(SKP); dan

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala

Bidang Kepemudaan, dibantu oleh 3 (Tiga) Seksi sebagai berikut :

a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;

b. Seksi Pengembangan Pemuda; dan

c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

Paragraf 1
Seksi Pemberdayaan Pemuda

Pasal 18

_l§i Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3)
uf a -mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan,
g._dmam dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Bidang
berdayaan Pemuda.

bk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi
Iberdayaan Pemuda melaksanakan uraian tugas sebagai berikut :

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan
Pemuda; ‘



: '-g ) ruang lmgkup tugasnya;

; ba@m di lingkungan Pengembangan Pemuda
an ha il kelja yang dicapai sebagai penilaian untuk pengajuan
erja Pegawai (SKP); dan

alaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan
ugas dan fungsinya.
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Para ‘ 4 ‘
: . graf 3 - :
eksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda

Pasal 20

(1) Seksi Infrastr
s Pasal 17 a\?z:rt'u(légu; dan Kemitraan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam
L Ltbialen, . T ¢ mempunyai. tugas' menylaphan: B indnrm
st ot ;_ ordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan
_ (2 " g nlrastruktur dan kemitraan Pemuda.
) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Inf; : .
o8 :iiiti'l:lktur dan Kemitraan Pemuda melaksanakan uraian

ayat (1) Seksi
tugas sebagai

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang infrastruictur

dan kemitraan Pemuda;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan
kemitraan Pemuda;

c. Menyusun Norma standar, Prosedur,
kemitraan Pemuda;

d. Menyiapkan bahan Mel
infrastruktur dan kemitraan Pemuda;

e. Melaksanakan inventarisasi data “dan

dan Kriteria di infrastruktur dan

akukan evaluasi dan penyusunan laporan di

informasi infrastruktur dan

kemitraan pemuda; :

f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur dan kemitraan
pemuda;

an laporan program

g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan penyusun

bidang infrastruktur dan kemitraan Pemuda; ; :
h. Mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah yang akan di tandatangani

pimpinan yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya,
i. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan seksi Infrastruktur dan
Kemitraan Pemuda berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai penilaian
untuk pengajuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Olah Raga

Pasal 21

(1) Kepala Bidang Olah Raga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan di Bidang Olah Raga.
(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
~ Bidang Olah Raga menyelenggarakan fungsi:
e penyusunan perumusan kebijakan di bidang Olah Raga;

fjaenyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan
. analisis kegiatan di bidang Olah Raga;

. ¢. pelaksanaan Koordinasi dan sikronisasi kebijakan di bidang Olah Raga;

" d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Olah Raga;

 e. pelaksanaan Monitoring, evaluasi, dan Penyusunan laporan bidang
Olah Raga; N
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et tua.ﬂ peraturan perundang-

aimana dihlaksud pada ayat (2) dapat
han organisasi perangkat daerah.
ama jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Kepemudaan,
visata dengan Keputusan Bupati.

| erjédi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana
d pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.




(6) St“tiap PNS

i yang N !
Fun_gslona;) di g belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan

—_——— angkat dalam jabatan olatisans.
1p [
- atan  pelaksana pada masing-masing Bidang lingkup Dinas

- Kepemudaan, 01z
masing; , Olahraga dan Pariwisata ditetapkan oleh Kepala Bidang masing:

BAB V
JABATAN

Pasal 28

(1) Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah jabatan struktrual
eselon I1.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

(2) Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
struktural eselon IIl.a atau jabatan administrator.

(3) Kepala Bidang pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah
jabatan struktural eselon IIl.b atau jabatan administrator.

(4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan
Pariwisata adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

adalah jabatan

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 29

(1) Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Sekretariat Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh
seorang Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh
Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas, dan dalam melaksakan tugasnya dibantu oleh
Seksi.

(4) Seksi pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala
Seksi yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab

kepada Kepala Bidang.

(5) Setiap Sub Bagian pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
~ dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya

~ bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- melaksanakan tugasnya Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

| 'en‘el.'apkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi

ertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Kantor maupun

lain sesuai dengan tugas masing - masing.
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L KETENTUAN PENUTUP

i : Pasal 31
- Pada saat Peratur i
i an Bupati ini mulai berlaku maka BAB Il Pasal 80 sampai
| g:?,gan Pasal 83 dan Lagnpiran XIX Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17
un 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
ata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Berita Dacrah Kabupaten
urung Raya Tahun 2016 Nomor 244) sebagaimana telah diubah dengan
~ feraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Muﬂiﬂgf Raya Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020
Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
bl

! Pasal 32

Peraturan Bupati ini mula: berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengétahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 25 Oktober 2021

BUPATI M G RAYA,

PERDIE M. YOSEPH
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| BIDANG PENGEMBANGAN

DESTINASI PARIWISATA

SEKSI
USAHA & PRODUK
PARIWISATA

SEKSI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

SEKSI
STANDARISASI
PARIWISATA

SUBBAGIAN
UMUM &
KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN
KEUANGAN & ASET

BIDANG PROMOSI &
PEMASARAN PARIWISATA

SEKSI
SARANA PROMOSI
PARIWISATA

SEKSI PROMOSI
PARIWISATA DALAM
& LUAR NEGERI

SEKSI ANALISA &
PENGEMBANGAN PASAR
PARIWISATA

BUPATI ING RAYA,

PERDIE/M. YOSEPH



